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Banyaknya anak yang menjadi narapida, membuat perlindungannya harus 
dilakukan secara maksimal, khususnya dalam hal hak memperoleh pendidikan. Pada 
pelaksanaan hak anak memperoleh pendidikan di Lembaga pemsyarakatan anak 
Kelas II A kota blitar, anak telah memperoleh pendidikan yang cukup. Tidak hanya 
pendidikan formal dari tingkat SD sampai SMA  saja melainkan pendidikan informal 
juga. Pendidikan informal ini berupa pendidikan kerohanian dan pendidikan 
keterampilan. Terkait dengan hambatan dalam pemenuhan hak untuk memperoleh 
pendidikan bagi anak pidana terdapat dua hambatan yaitu hambatan internal dan 
eksternal. Hambatan internal ini adalah kurangnya motivasi dari anak pidana untuk 
belajar, sedangkan hambatan eksternal terkait dengan kurangnya perhatian dari 
pemerintah pusat. Kurang perhatian yang dimaksud adalah kurangnya dana yang 
diberikan kepada lapas untuk menjalankan tugasnya, sehingga mengakibatkan kurang 
maksimalnya kinerja dari Lapas tersebut dalm pemenuhan hak tersebut. 
 
Kata kunci: Anak Pidana, Hak atas Pendidikan. 
 
Abstract 
Number of children who become criminal, making the maximum protection should 
be done, particularly in terms of the right to education. On the implementation of 
children's rights to education at the Institute of Child pemsyarakatan II Class A Blitar 
city, the child has gained enough education. Not only formal education from 
elementary until high school only education but also informal. Informal education in 
the form of spiritual education and vocational education. Barriers associated with the 
fulfillment of the right to education for children, there are two obstacles that criminal 
internal and external obstacles. The internal obstacle is the lack of motivation of 
criminal child to learn, whereas external barriers related to the lack of a central 
government. Less attention is the lack of funding is given to the prison to carry out 
their duties, thus resulting in less than maximum performance from the Prison 
preformance its rights. 
 








Anak adalah karunia dari Tuhan. Maka sudah seharusnya keberadaan anak ini 
dilindungi. Anak juga dapat dikatakan sebagai masa depan suatu bangsa. Anak 
merupakan salah satu aset dari pembangunan nasional sebuah bangsa. Dengan 
melindungi anak, berarti kita juga telah melindungi masa depan bangsa ini. 
Keluarga adalah tempat pertama dari anak mendapatkan pembelajaran. 
Pembelajaran yang didapat dari keluarga ini adalah pembelajaran awal. Dapat 
dimungkinkan adanya perbedaan dari proses pembalajaran anak dari satu keluarga 
dengan keluarga lainnya. Dalam proses ini, umumnya anak mendapatkan 
pengetahuan dasar mengenai agama dan norma-norma atau tata cara berperilaku di 
masyarakat. Proses ini juga yang mempengaruhi watak dan sifat anak.  
Selain keluarga, masyarakat tempat tinggal juga mempengaruhi watak dan sifat 
anak. Apabila anak memiliki lingkungan masyarakat yang baik, maka anak akan 
mendapat pengaruh yang baik, demikian juga sebaliknya. Dari lingkungan 
masyarakat ( teman-teman sepermainan ) inilah anak akan belajar hal-hal baru yang 
tidak diajarkan dalam rumah oleh orang tua mereka.  
Dalam proses sosialisasi dengan masyarakat inilah terkadang ada pengaruh buruk 
yang masuk dalam kehidupan anak. Terlebih karena anak masih polos dan mudah 
meniru apa yang ada atau terjadi di sekitarnya. Apabila yang ditiru adalah hal yang 
baik, maka tidak akan ada masalah bagi anak, namun bila yang ditiru adalah hal yang 
buruk, maka akan ada masalah bagi anak.  Ketika peniruan ini mengarah ke arah yang 
buruk, maka akan terjadi tindak pidana anak. Masih segar dalam ingatan akan kasus 
pencurian sandal jepit yang terjadi di Palu beberapa waktu yang lalu1. 
Adanya tindak pidana yang terjadi di kalangan anak, pada umumnya disebabkan 
karena pengaruh lingkungan. Dengan melakukan tindak pidana, maka anak tersebut 
akan mendapatkan akibat yang diakibatkan perbuatannya, yakni hukuman. Ketika 
anak sudah mendapatkan hukuman akibat tindak pidana, maka ia akan disebut anak 
nakal. Namun harus diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata- mata sebagai 
                                               
1 http://www. hukumonline. com/berita/baca/lt4f0486c16639d/terdakwa-anak-pencuri-sandal-divonis-
bersalah diakses pada 9 Februari 2013 
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pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan 
pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri 
supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik 
Keberadaan anak nakal ini memang secara tidak langsung akan mendapatkan 
penolakan dari masyarakat. Hal ini diakibatkan masih adanya stigma labelisasi yang 
ada dalam masyarakat. Ketika seorang anak melakukan tindakan kejahatan, maka 
secara langsung atau tidak ia akan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya.  
Namun negara masih memikirkan masa depan anak nakal ini. Terbukti dengan 
adanya Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan dan 
Undang-Undang  Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya 
2 Undang-Undang ini, berarti negara masih memikirkan masa depan bagi anak nakal 
Selain itu,  hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Undang-Undang 
Sistem Pendidikan Nasional. Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut di atas, 
maka terlihatlah perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap keberadaan anak 
nakal. Walaupun dikatakan anak nakal, mereka tetaplah generasi muda milik bangsa. 
Harapan bangsa terletak pada generasi muda. Generasi muda ini harus mendapatkan 
sesuatu yang dapat menjadi pegangan untuk masa depan mereka. 
Pendidikan adalah murni hak bagi seluruh orang. Hal ini berkaitan dengan pasal 
27 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
mengatakan bahwa tiap–tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan2. Untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang 
layak, otomatis diperlukan pendidikan. Bagaimana orang mendapatkan pekerjaan 
yang layak tanpa adanya pendidikan yang memadai? 
Namun akhir-akhir ini, banyak sekali kasus–kasus kejahatan yang dilakukan oleh 
anak. Anak nakal (yang khususnya berada di daerah Jawa Timur) ini ditempatkan di 
Lembaga Pemasyarakatan  Anak yang berada di Kota Blitar ataupun juga di Lembaga 
Pemasyarakatan bagi yang menanti vonis hakim. Tentunya ketika anak nakal tersebut 
ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan maka ia akan kehilangan kebebasannya. 
                                               
2Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2).  
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Kebebasan anak ini dimulai dari kebebasan berkumpul dengan keluarganya hingga 
kebebasan bermain yang biasa ia dapatkan dengan teman-temannya.  
Ketika seorang anak ditempatkan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan, maka 
kebebasannya akan terhalang. Anak akan kehilangan tempat dimana ia biasa bermain, 
belajar dan bersosialisasi pada umumnya. Namun dengan masuknya ia ke dalam 
lembaga Pemasyarakatan, tidak menjadi saat dimana ia kehilangan hak-haknya, 
seperti hak mendapatkan pendidikan.  
Pendidikan bagi anak merupakan hal yang sangat penting. Dengan pendidikan, 
anak akan belajar mengenai suatu hal yang baru. Dalam peraturan-peraturan PBB 
bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya dijelaskan bahwa remaja 
yang kehilangan kebebasannya berhak memperoleh3: 
a. Pendidikan;  
b. Latihan keterampilan dan latihan kerja; 
c. Rekreasi; 
d. Memeluk agama; 
e. Mendapatkan perawatan kesehatan; 
f. Pemberitahuan tentang kesehatan;dan  
g. Berhubungan dengan masyarakat luas 
 
II. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut 
: 
1. Bagaimana pelaksanaan  hak memperoleh pendidikan bagi anak pidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar? 
2. Apa yang menjadi hambatan dan solusi bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Klas IIA Kota Blitar  dalam pelaksaanaan  hak memperoleh pendidikan bagi 
anak pidana? 
 
III. Metode penelitian 
                                               
3Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Bandung, Mandar Maju, 2009,hal. 57-63.  
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Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah 
penelitian empiris. karena hendak mencari dan mengetahui pemberian hak 
memperoleh pendidikan bagi anak nakal dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas 
IIA Kota Blitar.4 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan / pemberian hak memperoleh 
pendidikan bagi anak nakal di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota 
Blitar. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan dari Undang – Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  Undang – Undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap pemberian hak memperoleh 
pendidikan bagi anak nakal. 5 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
a. Sumber Data Primer 
Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan 
berupa wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas 
IIA Kota Blitar, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dan beberapa anak pidana 
yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. 
b. Sumber Data Sekunder 
  Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh 
dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan, surat kabar dan penelusuran dari internet 
yang berkaitan hak memperoleh pendidikan bagi anak pidana. 
IV. Pembahasan 
4.1. Gambaran umum lokasi penelitian 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA beralamat di Jalan Bali Nomor 60 
Blitar kode pos 66137. Sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak klas Iia 
Blitar, tempat tersebut erupakan pabrik minyak “Insulinde” milik pemerintah kolonial 
                                               




Belanda. Selanjutnya tempat ini digunakan untuk menampung dan mendidik anak-
anak yang melanggar hukum. Tempat tersebut akhirnya dikenal sebagai Rumah 
Pendidikan Negara atau disingkat RPN, sedangkan para penghuninya disebut sebagai 
Anak Raja. Tujuan dari pendidikan anak pada waktu itu disesuaikan dengan tujuan 
politik Belanda dengan menggunakan peraturan D.O.R (Dwang Onvoeding Regeling) 
atau Peraturan Pendidikan (Stbl.1917 Nomor 741). 
Pada masa penjajahan Jepang, bangunan ini tetap digunakan sebagai tempat 
pendidikan anak-anak yang melanggar hukum pidana maupun pelnaggaran politik 
pemerintahan Jepang. Pada jaman pemerintahan Jepang, namanya digganti menjadi 
“KANKAI”. Fungsinya tetap untuk mendidik anak-anak yang melakukan tindak 
pidana namun menggunakan sistem pendidikan yang keras diakibatkan sifatnya 
seperti pendidikan militer.  
Kemudian di tahun 1948, RPN ini dibumihanguskan atau dibakar oleh Belanda 
yang bertepatan dengan Agresi Militer Belanda II. Pada tahun 1958 RPN dibangun 
kembali oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 27 Januari 1962, RPN ini 
diresmikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat 
oleh Prof. Dr. Sahardjo, SH.  
Pada tahun 1964, RPN ini berganti nama dengan nama Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Negara atau lebih dikenal dengan nama LPC Anak Negara. 
Nama ini berubah kembali di tahun 1985 menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak. 
Sejak tanggal 30 Desember 1995, sistem yang digunakan berganti dari sistem D.O.R 
peninggalan Belanda menjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan.. 
Sedangkan perubahan nama menjadi Lembaga Pemasyaratan Anak berdasarkan 
pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tanggal 26 Februari 
1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. 
4.2. Pelaksanaan Hak Memperoleh Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. 
Selama menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Klas IIA Kota Blitar, setiap anak mendapatkan perlakuan yang berbeda. Perbedaan 
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ini hanya berdasarkan pada kebutuhan masing-masing anak. Adalah sebuah hal yang 
tidak masuk akal ketika anak usia SD disamakan perlakuannya dengan anak usia 
SMP/SMA. Hal ini dilakukan agar setiap kebutuhan anak baik dari kebutuhan untuk 
tumbuh kembangnya dan hak-hak anak dapat dipenuhi secara maksimal. 
Selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, anak tidak hanya di tempatkan 
dalam sel-sel sehingga anak terisolir. Anak juga mendapatkan pendidikan layaknya 
anak di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada 
pendidikan formal, namun juga pendidikan informal. Hal ini juga dipertegas dengan 
perkataan dari KASI BINADIK . Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota 
Blitar. Beliau menjelaskan bahwa selama anak berada di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, pendidikan adalah hal terutama yang 
wajib diberikan kepada anak. Pendidikan yang diberikan tidak hanya berupa 
pendidikan formal yang berupa pembelajaran di dalam kelas, namun juga pendidikan 
informal yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak pidana 
sekeluarnya dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.6 
 Pendidikan itu antara lain: 
1. Formal: 
a. Tingkat SD. 
Dalam memberikan pendidikan bagi anak usia SD, pihak lapas telah 
bekerjasama dengan  pihak daerah Kota Blitar. Hal ini dapat dilihat dengan 
adanya SD yang ada di dalam Lapas tersebut. SD yang berada di dalam 
lapas tersebut diberi nama SD Istimewa 3. Dengan adanya SD Istimewa 3 di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, dapat 
dikatakan bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Blitar telah 
memberikan pendidikan bagi anak usia SD yang berada di dalam tempat 
tesebut. Pendidikan yang diberikan untuk anak usia SD, diberikan secara 
                                               
6 Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 
Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013 
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terus menerus dengan jadwal yang tidak menentu, terkadang anak usia SD 
mendapatkan pendidikan 2x seminggu atau bahkan 3x seminggu.  Pihak 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar menyediakan ruangan 
khusus yang dipergunakan sebagai ruangan belajar mengajar bagi anak usia 
SD ketika mereka mendapatkan pembelajaran.7 
b. Tingkat SMP  
Pada awalnya, pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar 
agak kesulitan dalam memberikan pendidikan bagi narapidana anak yang 
seharusnya mendapatkan pendidikan bagi anak SMP. Namun akhirnya 
mereka dapat medapatkan solusi dengan bekerja sama dengan SMP Agro 
Imam Safi’i. Dengan bekerjasamanya pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Klas IIA Kota Blitar dengan SMP Agro Imam Safi’i ini, maka pendidikan 
bagi anak usia SMP akhirnya dapat diberikan kepada para narapidana anak.  
Pembelajaran yang diberikan tidak hanya berupa pendidikan formal 
sebagaimana biasa diberikan kepada anak pada umumnya, namun juga 
pendidikan informal. Pendidikan dalam segi formal memberikan 
pembelajaran sebagaimana pendidikan dalam sekolah pada umumnya, yakni 
memberikan pendidikan akan mata pelajaran 
matematika,fisika,kimia,bahasa Indonesia,dll. Jadwal untuk pendidikan 
anak usia SMP ini sama tidak teraturnya dengan jadwal pendidikan anak 
usia SD. Ruangan yang diberikan beda dengan ruangan SD, sehingga tidak 
akan terjadi anak usia SMP tidak dapat mendapatkan pembelajaran 
dikarenakan ruangan yang disediakan pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Klas IIA Kota Blitar sedang dipakai untuk kegiatan belajar mengajar anak 
usia SD.8 
Pembelajaran dalam segi informal yang diberikan salah satunya yakni 
berupa pembelajaran dalam bercocok tanam. Hal ini diberikan kepada 
                                               
7 Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 
Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013 
8 Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 
Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013 
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narapidana anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas 
IIA Kota Blita dikarenakan fasilitas/sarana pra sarana yang tersedia sangat 
mendukung dalam pemberian pendidikan informal berupa keterampilan 
bercocok tanam. Selain itu, kondisi geografis Kota Blitar sendiri yang dapat 
dikatakan mendukung apabila keterampilan bercocok tanam diberikan 
kepada narapidana anak sebagai salah satu pendidikan informal. 9 
c. Tingkat SMA : 
Untuk pendidikan di tingkat SMA, pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Klas IIA Kota Blitar tidak meberikan pendidikan formal sebagaimana dapat 
ditemui di dalam sekolah-sekolah pada umumnya. Pihak Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar tidak memberikan pendidikan 
formal, namun mereka hanya menyediakan kesempatan bagi para 
narapidana anak usia SMA untuk mendapatkan ijazah kesetaraan. Hal ini 
dapat diketahui  dengan adanya kesempatan untuk mengikuti ujian paket C 
yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota 
Blitar.  
Ujian kesetaraaan Paket C ini pada umumnya diselenggarakan di luar dari 
lokasi Lemabaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. Pada waktu 
para narapidana anak menjalani ujian ini, pihak lapas bekerjasama dengan 
pihak luar lapas dalam penyelenggaraannya, dan para narapidana anak ini 
diantar dan dijemput, namun juga ketika menjalani ujiannya, para 
narapidana anak ini tetap dalam pengawasan pihak lapas.10 
2. Informal: 
Pendidikan informal ini terbagi atas 2, yakni: 
a) Pendidikan Kerohanian. 
Pendidkan kerohanian ini merupakan salah satu hal yang penting dan wajib 
diberikan kepada setiap narapidana anak. Hal ini dikarenakan ketika seorang 
                                               
9 Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 
Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013 
10 Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 
Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013 
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anak sampai masuk ke dalam penjara, berarti ada sesuatu yang salah dalam 
dirinya. Selain memberikan pengetahuan/pendidikan berupa mata pelajaran 
wajib, pihak lapas juga memberikan pendidikan kerohanian.11 
Pendidikan kerohanian ini dirasa perlu karena sebagai dasar pembentukan 
karakter seseorang. Dengan memberikan pendidikan kerohanian kepada 
setiap narapidana anak, diharapkan setiap narapidana memiliki kesadaran 
akan tindakan yang mereka lakukan sehingga mereka masuk ke dalam 
Lembaga Pemasyarakatan tersebut adalah tindakan yang salah. 
Selain itu, pendidikan kerohanian ini juga berperan penting dalam 
perkembangan setiap narapidana anak. Pendidikan kerohanian yang 
diberikan meliputi pendidikan kerohanian bagi narapidana anak yang 
beragama Islam dan Kristen. Kedua agama tersebut adalah agama mayoritas 
yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. 
Sedangkan bagi narapidana pemeluk agama selain kedua agama tersebut di 
atas memang belum pernah ada di dalam Lemabaga Pemasyarakatan Anak 
Klas IIA Kota Blitar, sehingga pihak lapas sendiri tidak menyediakan tenaga 
pengajar bagi pendidikan kerohanian kepada agama selain kedua agama 
tersebut di atas.12 
b) Pendidikan Keterampilan. 
Pendidikan keterampilan ini diberikan sebagai salah satu perhatian yang 
diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar 
terhadap masa depan setiap narapidana anak yang berada di dalam lapas. 
Hal ini dikarenakan sekeluarnya mereka dari lapas, tidak dapat dipastikan 
bahwa mereka akan dengan mudah diterima oleh masyarakat. Semua ini 
dikarenakan adanya Labelling yang diberikan oleh masyarakat kepada 
narapidana.13 
                                               
11 Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 
Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013 
12 Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 
Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013 
13 Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 
Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013 
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Maka dengan mempertimbangkan hal tersebut, pendidikan keterampilan ini 
menjadi sesuatu yang dapat dikatakan penting untuk diberikan, dikarenakan 
keterampilan yang diberikan ini diharapkan menjadi pegangan/dasar/modal 
awal bagi narapidana sekeluarnya mereka dari lapas. 
Karena menyadari akan hal tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Klas IIA Kota Blitar memberikan pendidikan keterampilan pada setiap 
narapidana anak yang berada di dalam lapas. Pendidikan keterampilan ini 
meliputi keterampilan di bidang bercocok tanam, kursus potong rambut, 
kursus di bidang menjahit, dll.14 
 
4.3. Hambatan dan solusi bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota 
Blitar  dalam pelaksaanaan  hak memperoleh pendidikan bagi anak pidana 
Hambatan ini adalah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan pelaksananaan 
dari suatu kegiatan menjadi tidak maksimal. Hambatan ini terbagi menjadi 2 yakni 
hambatan internal dan eksternal. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota 
Blitar, hambatan ini mencakup dari 2 hal tersebut di atas.Maka dapat disimpulkan 
bahwa hambatan yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA 
Kota Blitar yang dalam hal ini diwakili oleh  KASI BINADIK adalah: 
1. Hambatan Internal. 
Dari segi internal dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kurangnya minat 
dan keinginan belajar dari para narapidana anak. Memang tidak semua anak 
pidana tidak memiliki minat yang tinggi terhadap pembelajaran yang 
diberikan oleh pihak lapas, namun ketika hal seperti ini dibiarkan, maka 
sedikit banyak akan memperngaruhi anak pidana lainnya. Terkadang pihak 
                                               
14 Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 
Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013 
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lapas sampai harus melakukan pengejaran pada anak pidana yang melarikan 
diri dari proses pembelajaran yang telah disiapkan oleh pihak lapas. 15 
2. Hambatan Eksternal. 
Hambatan eksternal yang ditemui oleh pihak Lembaga Pemasyaraktan Anak 
Klas IIA Kota Blitar adalah kurangnya perhatian yang diberikan oleh 
pemerintah pusat terhadap keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh 
lapas. Lapas sudah berusaha memberikan setiap hal yang menjadi hak dari 
setiap anak pidana yang berada di dalam lingkungan lapas, namun pemberian 
hak tersebut tidak dapat maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya 
perhatian dari pemerintah pusat.16 
Perhatian yang dimaksud di sini terutama mencakup pada sisi pendanaan 
lapas. Maksimal tidaknya operasional lapas memang bergantung pada 
pendanaan. Pendanaan ini dibutuhkan untuk setiap aktivitas yang dilakukan 
oleh lapas. Aktivitas tersebut dapat berupa banyak hal, yakni: 
1. Memberikan makanan yang bergizi bagi anak; 
2. Menyediakan sarana pra sarana yang dibutuhkan lapas serta memperbaiki 
apabila terjadi kerusakan pada sarana pra sarana yang ada. 
3. Membiayai setiap tenaga pengajar yang akan memberikan pengajaran 
kepada setiap narapidana anak (tidak hanya tertutup pada anak pidana) 
yang berada di dalam lingkungan lapas. 
Ketika pendanaan itu kurang, maka setiap kegiatan/aktivitas yang dilakukan 
oleh pihak lapas tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, 
kemampuan pihak lapas dalam menyediakan tenaga pengajar juga menjadi 
masalah.17 
                                               
15 Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 
Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013 
16 Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 
Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013 
17Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 
Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013 
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Kurangnya pendanaan ini sudah menyalahi ketentuan yang ada di dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional 
pasal 11 yakni: 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan 
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi 
setiap warga negara tanpa diskriminasi.  
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna 
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh  
Sampai saat ini juga, tenaga pengajar yang berada di tempat lapas masih 
kurang, bahkan dapat dikatakan sangat kurang apabila kita melihat kebutuhan 
tenaga pengaajar lapas yang dibutuhkan agar pendidikan dapat diberikan 
secara maksimal.18 Tenaga pengajar yang ada dirasa memang kurang. 
Walaupun pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar telah 
bekerjasama dengan  pihak DINKES dan LP2A (Lembaga Perlindungan 
Perempuan dan Anak) Kota Blitar, hal ini masih belum tercukupi. Indikasi 
yang dapat dilihat adalah kurangnya tenaga konselor di dalam lapas. Padahal 
di dalam lapas, kondisi anak dapat dikatakan tertekan. Ketika kebebasannya 
terhalangi, maka anak akan menderita, sedikit banyak hal ini akan 
mempengaruhi kejiwaannya.19  
Dalam hal ini, tenaga konselor sangatlah dibutuhkan. Hingga saat ini, tercatat 
pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar hanya memiliki 1 
konselor dan konselor itu sendiri berasal dari kalangan sipir lapas. Padahal 
dengan jumlah anak yang berada di dalam lapas, sangat tidak mungkin hanya 
ditangani oleh 1 konselor saja.20 
menurut pihak LPA Jawa Timur, hambatan yang dialami oleh pihak 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar adalah: 
                                               
18 Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 
Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013 
19 Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 
Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013 
20 Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 




Hambatan internal menurut pihak LPA Jawa Timur adalah hal yang terbesar 
yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota 
Blitar. Hambatan ini berasal dari dalam lapas sendiri. Para sipir di lapas 
seringkali tidak memahami pentingnya pemenuhan hak anak. Terkadang 
mereka juga melakukan tindakan kekerasan kepada anak. Hal ini sudah jelas 
akan merugikan anak itu sendiri. 
Selain itu, para sipir di dalam lingkungan lapas masih terjebak dengan 
labelling kepada setiap anak yang masuk ke dalam lapas.21 Dengan adanya 
labelling  kepada setiap anak yang masuk ke dalam lapas, dapat dipastikan 
akan ada jarak yang timbul antara sipir dan anak. Padahal menurut pihak 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, saat ini mereka telah 
masuk dalam kategori lapas layak anak.22 Pernyataan pihak Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar ini sangat berbanding terbalik 
dengan keadaan di lapangan. 
Dengan adanyan labelling ini, maka pendidikan yang diberikan tidaklah 
maksimal sebagaimana diinginkan. Sebagai contohnya adalah ketika ada 
pembelajaran pembuatan layangan yang diberikan pihak LPA Jawa Timur 
yang menggunakan pisau, hal tersebut dilarang oleh pihak lapas karena 
ditakutkan adanya pembunuhan di antara anak yang berada di dalam lapas. 
Hal seperti inilah yang menyebabkan pendidikan tidak maksimal diberikan 
kepada anak pidana yang berada di dalam lapas. Hampir semua anak pidana 
yang berada di dalam lapas mendapatkan stigma negatif dari sipir-sipir yang 
ada.23 
Hal ni ditambah pula dengan intensitas kedatangan tenaga pengajar. Tercatat 
bahwa keluar masuknya guru secara intensif hanya untuk guru-guru bagi anak 
                                               
21 Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu 
Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013. 
22 Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 
Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013. 
23 Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu 
Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013 
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usia SD, sedangkan bagi anak usia SMP guru tidak terlalu intensif masuk ke 
dalam lingkungan lapas.24 Hal ini menyebabkan terhambatnya proses 
pendidikan bagi anak usia SMP yang berada di lingkungan Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. 
b) Eksternal 
Kemudian hal terpenting yang menjadi masalah adalah kekurangan tenaga 
konselor. Tenaga konselor ini tidak hanya untuk para narapidana anak, 
melainkan juga untuk para sipir. Hal ini diperlukan karena menjadi sipir 
merupakan pekerjaan yang dapat menimbulkan efek stres berkepanjangan 
sehingga dapat berdampak pada para narapidana yang dijaga.25 
Efek stres inilah yang menyebabkan seringnya terjadi kesalahan dalam 
pembinaan narapidana anak yang berada di dalam lapas. Ketika sipir sudah 
mengalami stres berkepanjangan, maka dapat dipastikan bahwa para 
narapidana yang berada dalam tanggung jawabnya tidak akan dibina dengan 
maksimal.26 
Hal ini juga disebabkan oleh karena kurangnya perhatian dari pemerintah baik 
pusat maupun daerah. Keberadaan sipir adalah fasilitas yang diberikan oleh 
negara, namun negara tidak memperhatikan keberadaan sipir yang 
ditempatkan di setiap lapas.  
Indikasi dari hal ini dapat dilihat dari pendidikan formal yang diberikan oleh 
pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. Pendidikan 
secara formal tidak diberikan kepada anak usia SMA, namun pihak lapas 
memberikan kesempatan melalui kejar paket C, namun ketika anak pidana 
                                               
24 Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu 
Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013 
25 Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu 
Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013 
26 Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu 
Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013 
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usia SMA tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, maka ia akan 
kesulitan untuk lulus kejar paket C.27 
Kemudian pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar juga 
kurang berkoordinasi dengan keluarga anak pidana yang berada dalam masa 
hukuman, sehingga pada umumnya memberikan pendidikan, baik formal 
maupun informal, tidak memperhatikan bakat dan kemampuan para anak 
pidananya. Mereka terkesan memberikan pendidikan hanya sebagai bentuk 
mereka telah melakukan amanat yang diberikan undang-undang kepada 
mereka.28 
V. Kesimpulan dan saran 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Hak memperoleh pendidikan telah diberikan di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. Hak pendidikan ini tidak 
maksimal diberikan selama anak pidana berada di dalam Lembaga 
Pemasayarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. 
2. Hambatan dalam pemberian hak pendidikan bagi anak pidana selama 
berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar: 
A. Hambatan Internal: 
1). Kurang pahamnya anak pidana terhadap pentingnya 
pendidikan; 
2). Sipir penjara kurang paham dan berkompeten di dalam 
pemenuhan hak pendidikan bagi anak pidana; 
B. Hambatan Eksternal: 
1) Kurangnya perhatian pemerintah kepada Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar; 
                                               
27 Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu 
Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013 
28 Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu 
Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013 
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2) Kurangnya tenaga pengajar di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar; 
3) Kurang kondusifnya kondisi Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Klas IIA Kota Blitar dalam pemberian pendidikan. 
Kemudian solusi yang diberikan dalam mengatasi masalah tersebut: 
A. Solusi mengatasi hambatan internal: 
1) Menyediakan tenaga konselor yang dikhususkan kepada 
anak pidana. 
2) Memberikan kesempatan mnegikuti ujian kesetaraan bagi 
setiap anak pidana. 
B. Solusi menghadapi hambatan eksternal: 
1) Bekerja sama dengan pihak Dinkes dan LP2A Kota Blitar 
untuk mendatangkan tenaga pengajar; 
2) Bekerja sama dengan beberapa universitas swasta di daerah 
Jawa Timur dalam hal pemenuhan tenaga pengajar dan 
dikhususkan pada tenaga konselor yang dipergunakan untuk 
anak pidana dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Klas IIA Kota Blitar. 
2. Saran 
Dengan mengetahui hambatan tersebut, maka saran yang dapat diberikan kepada 
pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar: 
a. Meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan kepada setiap anak 
pidana dengan cara memperbaiki mutu tenaga pengajar yang mengajar di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dengan cara 
memberikan pengajaran secara rutin mengikuti hari aktif di sekolah pada 
umumnya, sehingga pendidikan yang didapat anak pidana tidak terputus. 
b. Meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan kepada setiap anak 
pidana dengan cara bekerjasama dengan sekolah yang berada di sekitar 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar agar kebutuhan akan 
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tenaga pengajar yang dirasa kurang dapat tercukupi, dan juga agar 
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